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BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR     49    TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 22 TAHUN 2016 
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Batu 
Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kabupaten Batu Bara, sehingga terjadi perubahan 
nomenklatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Batu Bara, maka perlu diadakan perubahan pada Struktur 
Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 
dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batu Bara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu 
Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batu Bara;

Menginggat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 203, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5332);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negera Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5606),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4604);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Perlindungan Anak;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan 
Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penanganan Anak Korban Kekerasan;

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan;

21. Peraturan Daerah KabupatenBatu Bara Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN 
BUPATI BATU BARA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG 
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BATU BARA



4

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 
22 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu 
Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Batu Bara 
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 angka yaitu :
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Batu Bara.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 4 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A yang 
merupakan organisasi nonstruktural.

(2) P2TP2A merupakan organisasi Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban 
kekerasan.

(3) P2TP2A berkedudukan di Kabupaten yang dalam 
melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) Kabupaten Batu Bara.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A membentuk Unit 
Reaksi Cepat (URC) yang berkedudukan di Kantor Camat 
se Kabupaten Batu Bara.

3. Ketentuan dalam Lampiran Romawi I Peraturan Bupati 
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat 
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak 
Kabupaten Batu Bara diubah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran Romawi II Peraturan Bupati 
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat 
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak 
Kabupaten Batu Bara diubah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal

BUPATI BATU BARA,

OK ARYA ZULKARNAIN

Diudangkan di Lima Puluh
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

SAKTI ALAM SIREGAR

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR 

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 196607071986021001
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR :
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BATU BARA

AGIAN

BUPATI BATU BARA,

OK ARYA ZULKARNAIN

PELINDUNG
BUPATI BATU BARA

KOORDINATOR
KEPALA  DINAS PPPA

KETUA
KABID PP

WAKIL KETUA
KABID PA

BIDANG PENDAMPINGAN DAN 
PELAYANAN :
1. DPPA
2. DINKES
3. DPMD
4. DISDUKCAPIL
5. DINSOS/PEKSOL
6. RSUD
7. PUSKESMAS SE 

KABUATEN BATU BARA
8. KPAID
9. LSM
10. P2TP2A

KASUBBAG UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN

BENDAHARA

BIDANG ADVOKASI 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI :
1. BAGIAN HUKUM
2. PPPA POLRES BATU 

BARA
3. POLSEK SE KAB. BATU 

BARA
4. KANIL
5. BAGIAN HUMAS DAN 

PROTOKOLER
6. PKK
7. DISKOMINFO
8. DPPKB

SEKRETARIS

BIDANG PEMBINAAN  :
1. POLRES BATU BARA
2. POLSEK SE 

KABUPATEN BATU 
BARA

3. DISDIK
4. LAPAS LABUHAN 

RUKU
5. CAMAT SE KABUPATEN BATU BARA

UNIT REAKSI CEPAT 
(URC)

I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I I 
I I 

I I I 

I I 
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR :
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI UNIT REAKSI CEPAT (URC) 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

BUPATI BATU BARA,

OK ARYA ZULKARNAIN

KETUA/KOORDINATOR 
KASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

SATPOL PP 
KABUATEN BATU BARA

PPA/KEPOLISIAN LAYANAN MEDIS
1. DOKTER
2. PARAMEDIS
3. PSIKOLOG

I I 


